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PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI NEGARA

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR 41/KEP/M.PAN/12/2000

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional

Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka

Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor PER/60/M.PAN/6/2005

Tahun 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional

Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka

Kreditnya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan

jabatan fungsional jenjang ahli;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan

Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan
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Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan

Pembinaannya, perlu penetapan pengangkatan pejabat

Pimpinan Tinggi atau pejabat Administrasi untuk

menduduki jabatan fungsional Perancang melalui

penyesuaian dalam jabatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi tentang Perubahan Kedua atas

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan

Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan

dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

PER/60/M.PAN/6/2005 Tahun 2005 tentang Perubahan

atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan

Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan

dan Angka Kreditnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang

Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-

undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);

4. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan

Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan
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dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

PER/60/M.PAN/6/2005 Tahun 2005 tentang Perubahan

atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan

Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan

dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI NEGARA

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR

41/KEP/M.PAN/12/2000 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL

PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN

ANGKA KREDITNYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional

Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka

Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor PER/60/M.PAN/6/2005 Tahun

2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional

Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka

Kreditnya, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi
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syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur

Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina

kepegawaian untuk menduduki jabatan

pemerintahan.

2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan

fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan

ketrampilan tertentu.

3. Pejabat Fungsional adalah Pegawai yang menduduki

Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

4. Jabatan Fungsional Perancang Peraturan

Perundang-undangan adalah jabatan yang

mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan

hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang

untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan

perundang-undangan dan penyusunan instrumen

hukum lainnya pada Instansi Pemerintah Pusat dan

Instansi Pemerintah Daerah.

5. Perancang Peraturan Perundang-undangan, yang

selanjutnya disebut Perancang adalah Pegawai

Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jabatan

fungsional Perancang yang diberi tugas, tanggung

jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh

pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan

pembentukan peraturan perundang-undangan dan

penyusunan instrumen hukum lainnya.

6. Instansi Pemerintah Pusat adalah Kementerian,

Lembaga Pemerintah Nonkementerian,

Kesekretariatan Lembaga Negara, dan

Kesekretariatan Lembaga Nonstruktural.

7. Instansi Pemerintah Daerah adalah perangkat

daerah provinsi dan perangkat daerah

kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah,

sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas

daerah, dan lembaga teknis daerah.

8. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perancang

yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah

kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang hukum.

www.peraturan.go.id



2016, No.929
-5-

9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan

aparatur negara dan reformasi birokrasi.

10. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

adalah satuan unit organisasi yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

hukum.

2. Di antara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) bab,

yakni BAB IIA serta disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal

3A, Pasal 3B, dan Pasal 3C sehingga berbunyi sebagai

berikut:

BAB IIA

INSTANSI PEMBINA

Pasal 3A

Instansi Pembina adalah kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

hukum.

Pasal 3B

(1) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3A mempunyai tugas:

a. menyusun kebijakan dan petunjuk teknis

pelaksanaan Jabatan Fungsional Perancang;

b. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional

Perancang;

c. melakukan analisis kebutuhan pendidikan dan

pelatihan fungsional dan teknis Perancang;

d. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan

fungsional dan teknis Perancang;

e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan

fungsional dan teknis Perancang berkoordinasi

dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan

Pemerintah yang telah terakreditasi;

f. menetapkan standar kompetensi Jabatan

Fungsional Perancang;
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